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ABSTRACT 
In accordance to the prompt 100 days Program of the "Kabinet Bersatu"government as to improve the quantity and 
quality of medical staffs, to develop health insurance for poor families, and to Improve basic health services : this study 
aimed to determ~ne free health services for poor families at class 3 public hospitals. It was a survei conducted in 2 public 
hospitals. Province Hospital Prof Dr WZ Johannes h Kupang District and District Hospital 01 Timor Tengah Selatan V S )  
District in So€ in Nusa Tenggara Timur (NTT) Province. Data were collected by interview to poor and non p w r  lamilies 
who ever or being seeking treatment to and poor families who never seeking treatment to the public hospitals and also 
by depth interview to the director and staffs of the hospitals. Depth interview on health orpoor cards were done in two 
health centers in Kupang and TTS Districts, respectively 
Results showed that there were still lack of medical doctors. no difference satisfaction for class 111 patients either who 
used poor or non poor lacilities in both public hospitals, budget lor free services in the hospitals was largely deficit so the 
medic and paramedic staffs did not receive medical fees, and also presence poor families who didnot know the advantages 
of healthy cards to receive free health services at class 111 public hospitals. For optimal services, it is a need to develop 
new policy on recruitment and placement of medic and paramedic staffs, including to determine district capabilities in 
providing insentives, and also community demands for health staffs. And it is a need to provide medical fees for service 
to poor families to maintain quality of health services in long period. 
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LATAR BELAKANG 
Pembangunan kesehatan sebagai salah satu 
upaya pembangunan nasional diarahkan untuk 
tercapainya kesadaran, kemauan, kemampuan hidup 
sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan 
derajat kesehatan yang optimal. Dalam rangka 
mencapai tujuan tersebut dibutuhkan upaya 
pengelolaan berbagai sumberdaya pernerintah maupun 
masyarakat sehingga dapat disediakan pelayanan 
kesehatan yang efisien, bermutu dan terjangkau. 
Salah satu pokok program pembangunan 
kesehatan adalah program penyembuhan penyakit dan 
pemulihan kesehatan yang meliputi program pelayanan 
kesehatan dasar dan program pelayanan kesehatan 
rujukan. Sedangkan saiah satu kegiatan program 
pelayanan kesehatan dasar adalah meningkatkan 
jangkauan pelayanan kepada kelompok masyarakat 
rawan kesehatan dan untuk pelayanan kesehatan 
rujukan yaitu meningkatkan jangkauan pelayanan 
kepada penduduk miskin melalui pengembangan dan 
penerapan kebijakan pemberian subsidi yang tepat 
sasaran. Untuk membantu penduduk miskin akibat 
krisis ekonomi sejak tahun 1998 telah dilaksanakan 
Program Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan 
(JPS-BK dan JPK-KS) dan diteruskan dengan Program 
Kornpensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar 
' Penn .I# Pusal Penel tlan oan Pnngevoangan S stem oan Keb adan Kesehatan 
" Pcne 11 Pdsal Pene 'an da!l Penqembangsn Ekolog dan In0 kator Knsenatan 
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Minyak (PKPS-BBM) mulai tahun 2003 yang mencakup 
pula pelayanan rawat inap dan layanan kesehatan 
rujukan di rumah sakit bagi Gakin. 
Departemen Kesehatan RI telah membuat 
kebijakan menyangkut penanggulangan kesehatan bagi 
Gakin yang sudah diterapkan di masing-masing 
kabupatenlkota. Namun program yang menyangkut 
masalah Gakin tidak jarang salah sasaran. Hasil 
Susenas 2001 menunjukkan hanya 11% masyarakat 
kelompok miskin (dilihat dari quintile 1 pengeluaran 
rumah tangga) yang memiliki kartu sehat (KS), yang 
kemudian meningkat menjadi 14.5% menurut Susenas 
2003. Kepemilikan KS yang sangat terbatas tersebut 
seperlima atau 20%nya (Susenas 2001,2003) dimiliki 
kelornpok tidak miskin (quintile 4 dan 5 pengeluaran 
rumah tangga), yang mengindikasikan kurang 
cenatnya pendistribusian KS. 
Data Susenas 2001 menunjukkan hanya 4,3% 
penduduk melakukan rawat inap dalam satu tahun 
terakhir. Rawat inap kelompok Gakin lebih banyak 
menggunakan fasilitas rurnah sakit (RS) pemerintah 
sedangkan kelompok mampu lebih banyak 
menggunakan fasilitas RS swasta. Hasil analisis 
kecenderungan (Litbangkes. 2002) menunjukkan Bed 
Occupancy Rate RS berkisar 55-57% selama 
10 tahun terakhir. Rata-rata tiap 100.000 penduduk 
hanya 30 yang dirawat di RS. Ada penurunan hari rawat 
inap (12,3%) pada ruang rawat kelas Ill RSU Pemerintah 
untuk pasien Gakin. Keterbatasan akses Gakin kepada 
pelayanan kesehatan bukan hanya dari faktor Gakin 
saja, tetapi juga karena fasilitas pelayanan kesehatan 
dan penempatan tenaga yang belum merata di semua 
daerah terutama daerah tertinggal. 
Pada awal pemerintahan 'Kabinet Indonesia 
Bersatu' telah dicanangkan program 100 hari pertama 
bidang kesehatan dengan SK Nomor 121 SIMENKESI 
SKIX12004. Program 100 hari tersebut adalah 
meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya 
manusia (SDM) tenaga medis, mengembangkan 
sistem jaminan kesehatan terutama bagi rakyat miskin 
dan meningkatkan pelayanan kesehatan dasar. 
Berbagai tindakan yang dilakukan antara lain: 
Rekrutmen tenaga medis untuk Puskesmas dan RS 
di daerah tertinggal, dan 
Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar secara 
gratis di kelas Ill RSU Pemerintah untuk penduduk 
miskin 
Untuk mengetahui upaya dan pelaksanaan rumah 
sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan gratis 
di kelas Ill RSU pemerintah bagi penduduk miskin di 
Provinsi Nusa TenggaraTimur (NTT) dilakukan suwei 
di dua rumah sakit pemerintah yaitu RSUD Prof. Dr. WZ 
Johannes di Kupang dan RSUD Kabupaten Timor 
Tengah Selatan (TTS) di SoE serta untuk mengetahui 
penggunaan Kartu SehaffKartu Miskin di masing- 
masing 2 Puskesmasdi wllayah Kapubaten Kupang dan 
Tmor Tengah Selatan (TTS). 
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Penelitian ini dila 2 (dua) R' ;it 
Pemerintah yaitu R: Dr WZ Jl di 
Kupang sebagai rumz ~jukan di P T 
dan RSU KabupatenTrnorTengah Selatan (TTS) di SoE 
serta Puskesmas Ta 3esao di Kabupaten 
Kupang dan Puskesrr I Panite di Kabupaten 
TTS pada bulan Pebruar~ 2005. 
Data kuantitatif dan kualitatif dikumpulkan melalul 
wawancara dan wawancara mendalam. Wawancara 
dilakukan dengan Gakinlnon-Gakin yang pernahl 
sedang berobat di Rumah Sakit pada bulan November 
2004 sld Januari 2005 dan Gakin yang tidak pernah 
berobat. Wawancara mendalam dilakukan dengan 
pimpinan dan staf Rumah Sakit sedang diskusl 
kelompok terarah dilakukan kepada tokoh masyarakat 
di masing-masing Puskesmas di atas. 
Pemilihan subjek dilakukan dengan cara 'purposive' 
dan 'quota' yaitu Direktur RSU, pengelola PKPS-BBM 
di RS, 20 pasien Kelas Ill Gakin dan 10 non-Gakin di 
RSUD (pasien rawat inap November20044anuari 2005) 
serta masing-masing 10 tokoh masyarakat di wilayah 
kerja Puskesmas. 
Analisis data dilakukan secara deskriptif berkaitan 
dengan data tentang PKPS-BBM untuk pelayanan 
rawat inap Gakin di RS, keadaan ketenagaan di RS dan 
responsiveness (kepuasan) antara pemilik karlu sehat 
KS (Gakin) dan non-Gakin di RS. Responsiveness 
diukur dengan memakai 8 domain responsiveness dan 
masing-masing dipakai skala jawaban 1-5 yaitu 1: 
sangat jelek, 2: jelek, 3: sedang, 4: baik, dan 5: sangat 
baik) ; dengan demikian skor terendah 8 (8 x 1) dan 
yang terlinggi 40 (8 x 5). 
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HASlL PENELlTlAN oada tahun 2001/2002 oelavanan Gakin dilakukan 
RSUD Prof Dr WZ Johannes (Kupang) 
. , 
melalui PDPSE-BK (Program Dampak Pengurangan 
Subsidi Enerai-Bidana Kesehatan). 
Keadaan Ketenagaan di RSUD Prof Dr WZ Dana keiehatan {ntuk PKPS-BBM tahun 
Johannes (Kupang) 2004 sudah habis dan hanva d a ~ a t  untuk membavar 
Menurut jajaran pimpinan RSU, tenaga kesehatan 
di RSUD Prof. Dr. WZ Johannes Kupang masih dirasa 
kurang, perlu penambahan baik untuk tenaga medis 
maupun paramedis. 
Dengan status sebagai RS rujukan dan untuk 
meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, 
maka RSUD Prof. Dr. Johannes Kupang perlu 
menambah tenaga baik medis (dokter spesialis dan 
dokter umum) maupun paramedis. Untuk kebutuhan 
tenaga tahun anggaran 2005, khususnya tenaga medis 
adalah dokter spesialis (spesialis dasar) sebanyak 3- 
4 orang, serta 1-2 orang untuk dokter spesialis lainnya 
dan dokter sub-spesialis (jantung, paru, orthopedic, 
bedah saraf dll). Oleh karena tenaga doMer masih 
belum mencukupi maka rumah sakit merekrut dokter 
umum sebagai tenaga honorer RS. Pada tahun 2004. 
direkrut 2 orang dokter umum dan 1 orang dokter gigi. 
Pada bulan Nopember, Desember 2004 tidak ada 
penempatan tenaga medis PTT dari pusat. Untuk 
memperoleh penempatan dokter PTT, RSUD Prof. Dr. 
WZ Johannes telah mengajukan ke Departemen 
Kesehatan RI kebutuhan tenaga dokter baik dokter 
umum maupun dokter spesialis. Apabila tidak terpenuhi 
baru kemudian rumah sakit mengangkat tenaga honorer. 
Tenaga honorer ini akan diusulkan untuk mengikuti tes 
masuk CPNS apabila ada penerimaan CPNS baru. 
Untuk kekurangan dokter spesialis, Rurnah Sakit juga 
mengusulkan ke Departemen Kesehatan akan tetapi 
sampai saat ini belum dapat dipenuhi sesuai dengan 
permintaanlkebutuhan. Yang paling dirasakan 
kekurangan jenis tenaga saat ini adalah dokter umum. 
sampai dengan bulan OMober 2004, tetapi pasien gakin 
yang datang berobat ke RS tetap dilayani dan tidak 
dipungut biaya dengan ketentuan memenuhi syarat 
administrasi yaitu dengan membawa surat rujukan dari 
puskesmas serta membawa Kartu Sehat atau 
membawa Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala 
Desa atau Lurah yang disyahkan oleh Camat. 
Kegiatan penyuluhan dilakukan tidak terjadwal 
secara rutin, akan tetapi setiap saat dilakukan apabila 
ada pasien gakin yang berobat ke rumah sakidiberikan 
penjelasan tentang syarat-syarat mendapatkan 
pelayanan gratis dan komponen apa saja yang dapat 
dilayani secara gratis. Penyuluhan secara aktif di media 
cetak maupun elektronik tidak dilakukan karena tidak 
ada biaya. 
Masalah yang sering dijumpai dalam pelaksanaan 
PKPS-BBM selama tahun 2004 yaitu pasien datang 
berobat dengan tidak membawa kartu atau tidak 
memenuhi syarat administrasi (kartu dan rujukan tidak 
ada). Kenyataannya setelah dilakukan verifikasi, pasien 
tersebut memang termasuk Gakin, maka pasien 
tersebut meskipun tidak memenuhi syarat (tidak 
membawa surat rujukan dan atau tidak mempunyai 
kartu sehat) tetap harus dilayani, sambil mengurus 
persyaratan administrasi. Permasalahan lain yang 
dialami oleh Rumah Sakit adalah pasien datang dengan 
minta dirawat di Kelas I bahkan minta di VIP tetapi 
setelah satu minggu dirawat dan mengetahui biaya RS 
cukup besar keluarganya cepatcepat mengurus surat 
keterangan tidak mampu. Di samping itu yang sering 
dijumpai juga adanya Gakin yang akan melahirkan 
dengan 'partus normal' yang seharusnya dapat dilayani 
Pelayanan Gakin di RSUD Prof Dr WZJohannes di Puskesmas tetapi langsung datang ke Rumah Sakit. 
Kupang Hasil wawancara dengan Pasien di Kelas Ill baik yang menggunakan fasilitas Gakin maupun tidak 
Pelayanan Gakin di RSUD Prof. Dr. WZJohannes (Gakin vs non-Gakin), menunjukkan bahwa kurang 
Kupang melalui PKPS-BBM mulai dilaksanakan tahun nampak adanya perbedaan kepuasan pelayanan 
200312004. Program ini merupakan lanjutan program di antara mereka (lihat Tabel 1). Mereka menyatakan 
pelayanan kesehatan untuk Gakin sebelumnya yaitu pelayanan di RS 'baik' dan bahkan sebagian kncil 
pasien Gakin menyatakan pelayanan RS 'sangat baik'. 
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Tabel 1. Persentase Tingkat 'Responsiveness' RS 
Menurut Pasien di Kelas Ill (Gakin dan Non- 
Gakin) di RSUD Prof. Dr. WZ Johannes 
Kupang, 2005 
Tingkat Score % Pasien % Pasien 
Respon- meng- tidak rneng- 
siveness RS gunakan gunakan 























Anggaran untukpelayanan Gakln dl RSUD Prof. 
Dr. WZJohannes Kupang 
Realisasi pendanaan untuk pelayanan Gakin tidak 
sesuai dengan yang direncanakan. Pada tahun 2003 
dropping danasebesar Rp3.804.133.970,OO sedangkan 
tahun 2004 dialokasikan Rp3.224.833.000.00. Ternyata 
pada tahun 2004 b a ~  menerima dropping sebesar 75% 
(sebesar Rp2.445.925.000.00 yaitu dropping Juli 2004 
sebesar Rp1.667.017.000,OO dan Desernber 2004 
sebesar Rp778.908.000,OO). Dana tahun 2004 ini 
hanya dapat rnenutup 75% pengeluaran untuk 
pelayanan pasien Gakin dengan Kartu SehatlKartu 
MiskinISurat Keterangan Tidak Mampu yang 
digratiskan. Sedangkan dari APED I maupun APED I1 . 
tidak ada alokasi dana untuk pelayanan Gakin. 
Dana pelayanan Gakin tersebut selain untuk 
pengobatan juga dipakai untuk pelayanan persalinan. 
Semua komponen biaya untuk pelayanan pengobatan 
dan persalinan adalah gratis bagi Gakin. 
Untuk tenaga medis selama ini tidak ada rnasalah 
dalam arti mereka masih tetap melayani Gakin sesuai 
dengan profesinya, akan tetapi yang dikhawatirkan oleh 
pimpinan RSUD Kupang adalah karena dana yang 
kurang tentunya jasa medis akan dikurangi dan bahkan 
tidak dibayarkan. Hal ini akan berdampak pada kualitas 
pelayanan pada Gakin yang tentunya mempengaruhi 
penilaian kinerja dari Rumah Sakit. 
Sarnpai saat ini semua Rujukan untuk Gakin selalu 
diterima, sedangkan verifikasi kebenaran (betul Gakin 
atau tidak) dilakukan oleh tirn yang ada di RS yang 
dibentuk rnelaui SK Direktur RS. Untuk pasien Gakin 
yang tidak punya Kartu Sehat diberi kesempatan pada 
keluarga pasien untuk mengurus kartu sehat atau surat 
keterangan tidak mampu dari kepala desa atau lurah 
yang disyahkan oleh Camat. RSUD Kupang tidak 
mernbatasi waktu untuk rnengurus surat tersebut. 
RSUD Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) di 
SoE 
Keadaan Ketenagaan dl RSUD Kabupaten TTS 
(RSUD-SOE) 
Dalam ha1 ketenagaan tidak ada kebijakan khusus 
yang dilakukan RSUD Kabupaten TTS. Pada bulan 
November 2W4 terdapat 1 orang dokter pasca PlT  yang 
diangkat menjadi CPNS. Untuk penempatan dokter 
PTT, RSUD tidak rnengajukan penambahan tenaga 
untuk dokter umum, sedangkan untuk dokter spesialis. 
RSUD rnengajukan penernpatan dokter kebidanan dan 
dokter bedah. Kebutuhan dokter bedah sudah dipenuhi 
pada akhir Desernber 2004, sedangkan untuk dokter 
spesialis kebidanan belurn dipenuhi oleh karena sarana 
penunjang yaitu perurnahan dan ternpat perawatan 
kebidanan rnasih belum siap. Untuk rnerangsang dokter 
spesialis agar mau diiempatkan di RSUD-SoE. 
pemerintah Kabupaten memberikan insentif sebesar 3 
juta rupiah setiap bulan dan fasilitas perurnahan serta 
mobil dinas. 
Saat ini tenaga medis yang ada dirasa rnasih 
kurang, masih perlu ditambah 2-3 orang dokter lagi 
untuk rnernberikan pelayanan yang maksimal. 
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Pelayanan Gakin dl RSU Kabupaten TTS (RSUD- 
SoE) 
Pelayanan Gakin di RSU Kabupate lalui 
PKPS-BBM mulai dilaksanakan tabu,, L,,,J04. 
Sebelumnya, pada 112002 pelayanan Gakin 
dilakukan melalui BK (Program Dampak 
Pengurangan Subsidi tnergl-Bidang Kesehatan). 
Meskipun dana untuk program PKPS-BBM sudah 
habis dan hanya dapat untuk membayar sampai dengan 
bulan Juni 2004, tetapi pasien Gakin yang datang 
berobat ke RS tetap dilayani dan tidak dipungut biaya 
asalkan memenuhi syarat administrasi yaitu membawa 
surat rujukan dari puskesmas dan membawa Kartu 
Sehat. 
Kegi; i RS 
dengan n sien 
gakin untuk dapat dilayani secara gratis di rumah sakit. 
Secara aktif penyuluhan di media cetak maupun 
elektronik tidak dilakukan karena tidakadanya biaya. 
Masalah yang sering dijumpai dalam pelaksanaan 
PKPS-BBM selama tahun 2004 yaitu pasien datang 
dengan tidak membawa kartu atau tidak memenuhi 
syarat administrasi (kartu dan rujukan tidak ada). 
Apabila ternyata pasien tersebut memang termasuk 
Gakin, maka pasien tetap harus dilayani. 
Selama 3 bulan terakhir, dengan adanya 
penambahan dokter spesialis yaitu spesialis anakdan 
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Anggaran untukpelayanan Gakin 




Rp800juta, dana yang turun hanya Rp308.163.000,OO. 
Dana tahun 2004 ini sangat tidak mernadai, karenadana 
tersebut sudah habis hanya untuk mencukupi sampai 
dengan bulan Juli 2004. 
Droping danaditerimadua kali yalu bulan Juli 2004 
droping dana sebesar Rp200 juta dan pada bulan 














Tabel 2. Persentase Tingkat 'Responsiveness' RS 
snurut Pasien di Kelas Ill (Gakin dan Non- 
%kin) di RSUD SoE, 2005. 
Tingkat Score % Pas 
Respon- menggi 
siveness kan fasi~~tas r ~ l t  








Baik 32 813 80,O 
31 
30 
Sedangkan dari APED I maupun APED II tidak ada 
alokasi dana untuk pelayanan Gakin. 
Dana pelayanan Gakin tersebut selain untuk 
pengobatan juga dipakai untuk pelayanan I. 
Semua komponen biaya untuk pt 1 
dan persalinan gratis bagi Gakin 
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atau ttdak) dilakukan oleh tim yang ada di RS yang 
dibentuk melalui SK Direktur RS. Untuk pasien Gakin 
yang tidak mempunyai Kartu Sehat diberikan 
kesempatan pada keluarga pasien untuk mengurus 
kartu sehat paling lambat 2 x 24 jam. Apabila tidak 
dapat memenuhi maka pasien dianggap sebagai pasien 
mampu. 
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PEMBAHASAN 
Pemerataan penempatan tenaga medis 
Pemerataan penempatan tenaga medis dan 
paramedis di Pmvinsi NusaTenggaraTimur (NTT) relatii 
sudah ada kemajuan dibanding dengan tahun-tahun 
sebelumnya, dengan adanya dropping tenaga dari 
Pusat. Memang pemerataan tenaga di Provinsi NTT 
masih banyak dijumpai hambatan. Hambatan yang 
paling menonjol adalah keadaan geografis yang sangat 
tidak bersahabat. 
Untuk menarik agar supaya tenaga kesehatan 
bersedia bertugas di NTT, Pemda telah membuat 
terobosan berupa pemberian tunjangan untuk dokter 
yang bekerja di puskesmas Kab. Kupang antara 
Rp500.000,OO sampai dengan Rp 700.000,OO; sedang 
di Kab. TTS sebesar Rp 700.000.00. Namun demikian 
akhir-akhir ini dirasakan upaya pemberian tunjangan ini 
dianggapoleh para tenaga kesehatan sebagai haktanpa 
diimbangi dengan kewajiban untukmempunyai kinerja 
lebih baik, dalam arti baik mereka yang mempunyai 
kinerja jelek maupun yang baik menerima imbalan yang 
sama. Oleh sebab itu perlu difikirkan suatu mekanisme 
untuk memberi imbalan yang berbeda antara mereka 
yang mempunyai kinerja jelekdan yang baik. Dengan 
demikian diharapkan sistem imbalan akan dapat 
memacu tenaga kesehatan untuk berprestasi dan 
mempunyai kinerja yang lebih baik. 
Di RSUD SoE (Kabupaten TTS) para petugas 
medis mendapat tunjangan dari Pemda dan fasilitas 
perumahan serta kendaraan. Bagi dower spesialis 
(bulan Juli 2004 ditempatkan satu dokter spesialis anak 
dan bulan Desember 2004 satu spesialis bedah) 
memperoleh tunjangan Rp3.000.000,00 dan dokter 
umum sebesar Rp1.000.000,00 per bulan. 
Pelayanan Kesehatan bagi Gakin 
Program PKPS-BBM telah dilaksanakan sejak 
tahun 2003 sebagai kelanjutan dari program JPS-BK. 
Dinas Kesehatan Provinsi melakukan sosialisasi 
program PKPS-BBM sampai di tingkat puskesmas. 
Sedangkan sosialisasi ke masyarakat diharapkan 
dilakukan oleh petugas puskesmas. Kenyataannya 
puskesmas baru mensosialisasikan pada bidan di desa 
dan tenaga kesehatan saja, sehingga masih banyak 
penduduk belum mengetahui adanya program PKPS- 
BBM. 
Ketidaktahuan masyarakat tentang program 
pelayanan kesehatan untuk Gakin dapat digambarkan 
dari hasil wawancara dengan Gakin yang selama ini 
tidak ke Puskesmas. Temyata Gakin yang tidak pernah 
ke puskesmas sebanyak 15% tidak mempunyai Kartu 
SehaWKartu Miskin dan 20% tidak tahu manfaaucara 
memanfaatkan Kartu SehatIKartu Miskin tersebut. 
Pasien Gakin yang bembat ke Puskesmas pada k u ~ n  
waktu Nopember 2004 sampai Januari 2005 pun 
sebanyak 10% tidak mengetahui manfaat Kartu Sehatt 
Kartu Miskin. 
Pasien kelas Ill di RSUD yang tidak menggunakan 
Kartu SehaWKartu Miskin sebanyak 44.4% (hampir 
separo) tidak pernah mendengarlmengetahui tentang 
Kartu SehatlKartu MiskinISurat Keterangan Tidak 
Mampu. Mereka yang mengetahui manfaat Kartu 
tersebut hanya 44.4%. Di antara pasien tersebut ada 
yang mempunyai Kartu SehatIKartu Miskin (33,3%) 
tetapi tidak memanfaatkannya karena tidak mengerti 
manfaawcara memanfaatkan Kartu SehaWartu Miskin 
untuk berobat. 
Kartu Sehat yang selama ini dipakai adalah Kartu 
Sehat yang dibagi tahun 199611999 (hasil wawancara 
dengan Gakin menunjukkan bahwa 100% Gakin yang 
mempunyai Kartu SehaWKartu Miskin memperoleh 
kartu pada tahun 199611999) yaitu pada waktu awal 
program JPS-BK. Pembagian Kartu Sehat sebagian 
besar daerah dilakukan oleh Bidan di desa, dengan 
kriteria yang ditetapkan aparat desa berdasar data dari 
BKKBN. Namun ada juga pembagian kartu dilakukan 
oleh Kepala Desa, sehingga masih bisa terjadi salah 
sasaran. Pada umumnya kriteria Gakin yang dipakai 
adalah: 
Keluarga dengan rumah beratap daun, lantai 
tidak diplester, 
Pendapatan rendah. 
Makan tidak teratur, 
Tidakmampu menyekolahkan anak, 
- Keluarga tidak punya lahan pertanian dan ternak, 
Keluarga yang tidak punya uang untuk berobat jika 
sakit. 
Sampai saat ini tidak pernah dilakukan upaya 
pembaharuan kartu dan pemutakhiran data Gakin. 
Namun Kepala Desa sewaktu-waktu dapat 
memberikan Surat Keterangan tidak Mampu yang 
dapat dipakai sebagai pengganti Kartu GakinKartu 
Sehat. Sedangkan menarik kartu dari keluarga yang 
telah naik statussosial ekonominyadan telah menjadi 
tidak Gakin lagi tidakmungkin dilakukan. Penentuan 
Gakin dan sistem pembagian kartulsurat Keterangan 
Tidak Mampu yang banyak kelemahan menyebabkan 
kemungkinan salah sasaran sangat besar terjadi. 
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Terjadinya salah sasaran ini tidak hanya diketahui dari 
hasil wawancara dengan pimpinan RS tetapi juga dari 
wawancara di tingkat Puskesmas. 
Baik RSUD So€ (Kab. TTS) maupun RSUD Prof. 
Dr. W.Z. Johannes Kupang menyatakan bahwa dana 
untuk pelayanan Gakin di RS dirasa sangat kurang. 
Dana PKPS-BBM di RSUD So€ telah habis hanya 
untuk menutupi pengeluaran pelayanan Gakin sampai 
sekitar Juli, sedangkan di RSUD Prof. Dr. WZ Johannes 
Kupang dana telah habis untuk menutup pengeluaran 
sampai bulan Oktober. Di samping itu dropping sangat 
terlambat dan anggaran tahun 2004 lebih kecii daripada 
tahun 2003. 
Meskipun dana telah habis, baik di RSUD SoE 
maupun di RSUD Prof. Dr. WZ Johannes Kupang tetap 
melayani pasien Gakin dan tidakditarik biaya (gratis). 
Kalau dana PKPS-BBM terus-menerus tidak ditambah 
sehingga tenaga medislparamedis tidak memperoleh 
'jasa medis' maka dikhawatirkan akan berakibat pada 
kualitas pelayanan Gakin yang semakin menurun. Dan 
tabel 1 dan 2 nampak bahwa sampai saat ini pelayanan 
kesehatan bagi Gakin dirasa masih cukup memuaskan. 
Kalau pendapat respondes di RSUD So€ dan RSUD 
Prof. Dr. WZ Johannes Kupang digabungkan 
menunjukkan bahwa tidak nampak ada beda pelayanan 
antara pasien Gakin dan non-Gakin. Mereka 
menyatakan bahwa tingkat 'responsiveness' RS 
berkisar antara kategori 'sedang' dan 'sangat baik'. 
Tingkat 'responsiveness' RS ini merupakan indikator 
kepuasan dari pasien. Dengan demikian di RS tidak ada 
periakuan yang berbeda antara pasien Gakin dan non- 
Gakin (lihat Tabel 3). 
Pada pertemuan di Kupang 10-11 Januari 2005 
Direktur PTAskes menyatakan bahwa "kalau dana tidak 
cukup maka PT. Askes tidak menanggung kekurangan 
dana untuk tahun berjalan", pernyataan ini 
dipertanyakan pihak RSUD dan Direktur RSUD Prof. Dr. 
WZ Johannes Kupang menyatakan lebih baik sistem 
pengelolaan dana dan pelayanan tetap langsung 
disalurkan ke RSUD tanpa melaiui PTAskes. Dengan 
demikian dana tidak terkurangi dengan biaya 
operasional Askes (5% total budget) dan bunga bank 
dapat dikeiola untuk melanjutkan pembiayaan 
pelayanan kesehatan Gakin (untuk biaya rujukan dsb). 
Apabila tetap diterapkan pendanaan untuk 
pelayanan Gakin melalui PTAskes maka seharusnya 
dipenuhi hal-ha1 sebagai berikut (yang diusulkan oleh 
jajaran Dinas Kesehatan Provinsi NTT): 
Tabel 3. Persentase Tingkat 'Responsiveness' RS 
M e n u ~ t  Pasien di Kelas Ill (Gakin dan Non- 
Gakin) di RSUD SoE dan RSUD Kupang. 
2005. 
Tingkat Score % Pasien % Pasien 
Respon- meng- tidak meng- 
siveness gunak-- -unakan 




















i. Kartu Askes berlaku secara nasional (dapat dipakai 
di mana saja, tidak mengenal batas provinsi, 
kabupatenkota, kecamatan). 
ii. Pelayanan Kesehatan mulai dari pelayanan dasar 
sampai pelayanan tercanggih ditanggung PTAskes 
iii. 'Overutility'ditanggung PTAskes 
iv. Semua orang miskin terjamin, untuk mendapat 
pelayanan gratis di kelas Ill RSU. 
SlMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 
a. Tenaga di Rumah Sakit baikdi RSUD Prof. Dr. WZ 
Johannes Kupang maupun RSUD Kab TTS dirasa 
masih kurang, terutama tenaga dokter umum. 
Peiaksanaan Kebijaksanaan Pelayanan Kesehatan Gratis (Cholis Bachroen, dkk) 
b. Tidak nampak ada perbedaan tingkat kepuasan 
antara pasien kelas Ill di RSUD Kupang maupun 
RSUD Kabupaten l T S  yang memakai fasilitas Gakin 
dan yang tidak memakai fasilitas Gakin. Hal ini 
menunjukkan bahwafihak RS dalam memberikan 
pelayanan tidak membedakan antara Gakin atau 
non-Gakin. 
c. Salah sasaran dalam pembagian Kartu Sehat (KS) 
masih terjadi, di samping itu masih ada Gakin yang 
belum tahu manfaat dari KS untuk memperoleh 
fasilitas pengobatan gratis di Kelas I l l  RSU 
Pemerintah. 
d. Dana PKPS-BBM untuk Rumah Sakit pada 
umumnya defisit yang cukup besar. Hal ini 
disebabkan karena cakupan Gakin yang harus 
dilayani tidak hanya yang mempunyai kartu sehat 
(KS) tetapi juga Gakin yang tidak mempunyai KS 
tetapi punya "surat sejenis" (Surat Keterangan Tidak 
mampu dari desa dsb.) serta mereka yang benar- 
benar Gakin meskipun tidak mempunyai KS dan 
tidak membawa surat rujukan. 
e. Karena dana untuk Gakin kurang, maka tenaga 
medis maupun paramedis tidak diberi 'jasa medik'. 
Dalam jangka panjang ha1 ini dapat menurunkan 
gairah kerja merekadalam memberi pelayanan pada 
Gakin dan sebagai akibat lanjut maka kualitas 
pelayanan akan menurun. 
Saran 
Untuk memberikan dampak yang berarti dalam 
mencapai Visi dan Misi yang telah dicanangkan oleh 
De~artemen Kesehatan khususnyadalam memberikan 
pelayanan di RS yang optimal bagi Gakin, maka 
diperlukan beberapa ha1 antara lain: 
a. Perlu terobosan kebijakan baru dalam rekrutmen 
tenaga medis dan paramedis sampai dengan 
penempatan tenaga dengan menganalisis kajian 
lain yang sudah dilakukan, mengkaji potensi daerah 
dalam memberikan insentive tambahan sebagai 
daya tarik bagi tenaga medis, serta kajian terhadap 
sisi "demand" masyarakat terhadap tenaga 
kesehatan. 
b. Dalam penerapan jaminan perneliharaan kesehatan 
bagi Gakin melalui PT Askes perlu memper- 
timbangkan pengalaman program pelayanan 
kesehatan kepada Gakin sejak JPS-BK, PDPSE. 
PKPS-BBM dengan memperkuat sisi positip dan 
mengurangi sisi negatif dari program tersebut. 
c. Meskipun belum nampakadanya penurunan kualitas 
pelayanan bagi Gakin dengan kenyataan Gakin 
diperlakukan sama dengan non-Gakin, namun 
sinyalemen pimpinan RS bahwa tanpa adanya 'jasa 
medik' bila melayani Gakin, dalam jangka panjang 
akan menurunkan kualitas pelayanan. Oleh sebab 
itu idealnya faktor yang dapat mempengaruhi 
kualitas temebut perlu dihilangkan (perlu diupayakan 
agar 'jasa medik' tetap dapat diterimakan). 
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